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PED OMAN PELAKSANMN TUGAS 
DAI.AM RANGKA 

PENGAWASAN PREKURSO R TAKUN 2003/2004 

HD. BIDAHG PERMASALAHAN 

1. Pencegahan te rhadap Kebanyakan negara· 
penyimpangan sediaan negara tidak 
farmasi ephedr ine dan/ membatasi jumlah 
at.au pseudoephedrine produksi bahan 

kimia yang 
mengandung 
ephedrine dan/atau 
pseudoephe{!rine 
untuk diperdagang-
kan. 

• Bahan farmasi 
ephedrine atau 
pseudoephedrine 
tersebut 
kemungkinan bebas 
dari pengawasan 
hukum nasional 
negara tertentu. 

RENOMENDASI 
HASIL SEMINAR 

Menerapkan pola 
e!<spor/impor tertentu 
(pre-ekspor notifikasi) 
terhadap epedhrlne dan 
atau pseudoepedhlrine 
dalam rangl<a 
pengawasan. 

Penggunaan PENs 
untuk pelaporan 
dokumen penglriman. 

- Penerapan kode CAS. 

- PeniJguna terakhir (hillr) 
ditetapkan oleh pihak 
yang berwenang di 
negara lmportlr. 

UPAYA TINDAK LANJUT 
DI INDONESIA 

• Untuk setlap ka!I e!<spor/ imper 
harus dengan SPE/SP_I. 

- Terhadap perusahaan I 
pengelota bahan klmla 
(prekursor) lnl diwajibkan 
memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagal berikut : 

Tata cara penggunaan 
epedhrine/pseudoepedhrine 
berdasarkan atas kebutuhan 
selektir. 

Pengawasan secara ketat 
dalam hal pendistribuslannya 

Audlt/penghltungan zat klmfa 
dlmaksud dllakukan secara 
berkala setlap tahunnya. 

Pelaporan lmpor, dlstribusl 
dan penggu~aan dalam 
produksl dilakukan secara 
berk.ala. 

PENANGGUNGJAWAB 

Oepkes I Badan POM I Si!tgas 
Pengawasan Prekursor un~k; 

1) Merumusl<an tatacara 
dan rormat pelaporan. 

2) Melakukan lnventarisasl 
perusahaan yang 
mengimpor / 
menggunakan epedhrlne 
dan pseudoepedhrlne. 

3) Melakukan audit 
kebutuhan penggunaan 
epedhrlne dan 
pseudoepedrine. 

4) Melaporkan hasil 
lnventarlsasl dan audit 
kepada Kalak.har BNN 
paling lambat bulan 
Januari 2004. 

12 . . 



Ho. BIDAHG PERMASALAHAN REKOMEHOASI UPAYA TINDAK LANIUT PENANGGUNGIAWAB 
HASIL SEMI HAR 01 INDOHESIA 

2. Produksi dan perda- - Bahan kimia (prekursor) ini - Menyelenggarakan program - Memperhatikan 

gangan safrote dan tidak termasuk dalam audit komprehensif / rekomendas1 hasll seminar 
safrole-rich oil. Qafiar l:i:!t kimi!il :aing pengecekan tangsung tlap 

~ berdasarkan triwulan terhadap safrote - Mendata dan Oepartemen Pertanian 
UN Convention 1988. dan/ atau safrole-rich oil dengan mengmventarisasi jenis dan Departemen 

basis identifikasi HS Code tanaman di Indonesia yang Kehutanan; 
- Tidak jelasnya data (29 .3294; 29.3291; dan dapat menghasilkan/ Membentuk Team 

mengenal sumber - 33.0129) untuk memantau mengandung sassafras oil Survey serta 
sumber/perusahaan yang apakah bahan-bahan dimaksud oleh Departemen Pertanian melaporkan hasil 
memproduksl safrole atau diperdagangkan. dan Departemen survey paling lambat 
safrote rich-oil. 

• Memanfaatkan laboratorlum Kehutanan dibawah bulan Juni 2004. 

dalam mengindentlfikasi bahan koordinasi BNN. 
Sulit mendeteksi bahan 
klmla dengan kandungan kimia dimaksud dan apabila di· • Metaporkan hasd survey BNN 
utama oil tersebut. perlukan dapat mengirimkan kepada INCB / UNOOC 

sample untuk diuji di laborato· Scienti fic Section di Vienna. 
rium INCB/ UNOOC di Vienna. 

- Melakukan survey untuk • Mempersiapkan pelatihan Depkes / Deprindag / 
menghimpun lnformasl tentang tentang tatacara audit Sadan POM; 
keberadaan tanaman yang me· komprehensif dalam rangka 

Menyusun dan 
ngandung sassafr'1s oil dan pengawasan prekursor. 

mempersiapkan 
apabila tanaman dimaksud rencana pelatihan dan 
ditemuk.an harus dilakukan dlharapkan dapat 
penelitlan kemungklnan dilaksanakan pada 
tanaman tersebut untuk bulan Februari 2004. 
produksi safrole atau safrole·rich 
oll. 

/) ... 



BIDAHG P!RMASAIAHAH 

). Clandestine Laboratory Mesin pencetak tablet/pil 
Equipment. yang dapct disalahgunakan 

untuk mencetak tablet 
ecstasy baik yang baru 
ataupun setengah pakaf 
dapat didapatkan secara 
bebas di pasaran. 

R!KDM!HDASI 
HASll SEMINAR 

Negara-negara yang rawan 
penyalahgunaan mesin 
pencetak tablet, dlsarankan 
untuk mengambil rangkah-
1angkah sebagai berJkut : 

Melakukan regtstrasl mesln 
pencetak tablet. 

- Para pemilik mesln harus 
memberitahul<.an l<.epada 
pejabat yang berwenang 
apabila mesln tersebut 
tidal<. dipergunakan lagl. 

• Mesln pencetal<. tablet 
hanya·boteh dlimpor 
berdasarkan ijtn. 

UPAVA TIHOAK lAHJUT 
DI IH DD H!SIA 

· Memperhatikan 
rekomendasi hasil seminar. 

- Oiusulkan per1unya 
inventarisasi mesin 
pencetak tablet baik yang 
digunakan dalam industri 
farmasi maupun industri 
lainnya dan seyogyanya 
mesln-mesin tersebut 
mendapatl<.an legalisasl 
bersama dari Oepartemen 
Kesehatan, departemen 
Perindustrian dan 
departemen Perdagangan 
serta BNN. 

- Registrasi mesin cetak 
tablet tersebut dapat 
mellbatkan perusahaan 
pemasol<. yang ditunjuk 
atau metalui asosiasl 
dibfdangnya. 

PEHAHGGUHGIAWAB 

I 
I Depkes / Dep. Perindag / 

Sadan POM dan 
GP Pharmasi ; 

Merumuskan tatacara l 
mekanlsme peregristaslan 
(legalisasf) mesln pen-
cetak tablet dan 
dlharapkan pada bulan 
April 2004 sudah terealisir. 

14. 



BIDANG 

4. Kesalamatan dan 
keamanan lingkungan 
datam pemusnahan 
bahan kimia (prekursor) 
yang disita. 

PERMASALAHAN 

Petunjuk mengenai 
pemusnahan prekursor 
yang disita sedang 
dirancang oleh UNODC 
Scientmc Section . 

RIKOMINOASI I 
HASIL SIMIHAR I 

I . . . i I Negara-negara d1m1nta uncuk 
merumuskan perundang
undangan yang mengatur 
tentang penanganan dan 
pemusnahan prekursor yang 
disita guna meminimalisir 
bahaya yang bisa ditimbul· 
kan. 

UPAYA TIHDAK LAHIUT 
DI IHDOHISIA 

Permasalahan prekursor 
baik mengenai sanksi 
hukum sampai dengan 
pemusnahan barang-bukti 
diusulkan untuk dimasuk
kan dalam agenda 
amandemen UU RI No.S 
tahun 1997 tentang 
Psikotropika dan UU RI 
No.22 tahun 1997 tentang 
Narkotika a tau 
disusun dan dirumuskan 
tersendiri melalui Undang
Undang Pengawasan 
Prekursor Republik 
Indonesia. 

PENANGGUHGJAWAB 

Br JN. 
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••· I 
BIDANG P!RMASAIAHAN R!KDM!KOASI I UPAYATINDAK lANJUT P!KAKGGUNGJAWAB I HASIL SEMINAR DI INDDN! SIA 

s. Backtracking investiga- - Kurangnya kerjasama Penyebaran/pertukaran - Penyelidikan secara terpadu dari I BNM 
/ 

Dit IV I T.P. I lions untuk menemukan lintas negara . inrormasi melalui pihak- unsur·unsur terka1t guna i Narkoba acn K.T. 

orang/perusahaan yang pihak yang berwenang. ~=~~u~~~~~~~~;i~~eak~g~~r ~~,~~s~rim Poln / Sadan bertanggungjawab - Kurangn•1a pertukaran 
- Apabila ada pengiriman 

terhadap pengiriman informasi f data distnbusi prekursor, yang ' 

bahan prekursor illegal. lntelijen prekursor illegal yang terintegrasi dalam satgas Menyelenggarakan 
berhasn digagalkan, Pengawasan Prekursor dan pelatlhan backtracking 

- Sulitnya !Tienunjukkan segera memberitahu 5atgas Airport/ Seaport investl-gation guna 
buktl fi sik. barang negara pengekspor dail Interdiction dibawah operasional meng-harmonisasikan 
buktl . INCB. BNN. dan mendinamisasi~n 

Penyelldlkan ditakukan • Controlled delivery berdasa rk.an pelaksanaan Satgas 

secara slmultan balk di surat permintaan dari negara Airport I Seaport 

negara penglmpor peminta. Interdiction Satgas 

maupun negara Pengawasan prekursor). 

pengekspar, melalul • Oit 'N(TP Narkoba dan KT 

feedback temuan-temuan mengaju·kan permohonan 

hasil penyelldikan. k.epada DEA/AFP/ Kepolislan 
Jepang untuk menyelenggara-

- Kemungklnan dllakukan lean pelatihan ini. 
Controlled Delivery. 

• Satgas Pengawasan Prekursor Deperindag I Depkes I 
- Pelatihan bersania antar menglnventarisasi negara- Badan POM, segera 

negara . negara pengekspar/pengimpor . menginventarisasl 
berikut personal contact/Humas perusahaan yang 
yang terkait dengan mengimpor/mendistribusl 
Ncktracking Investigations. kan/menggunakan 

prekursor dan hasilnya 
telah dapat dllaporkan 
paling lambat bulan 
Januari 2004. 

/ Penataan . 



HO. Bl DANG 
I 

PERMASAIAHAH REKOMEHDASI UPAYA TIHDAK lAHJUT PEHAHGGUHGJAWAB 
HASll SEMINAR DI IHDOHESIA 

- Penataan dan penyempurnaan HTCK Ketua BNN 
Satgas Pengawasan Prekursor baik di Ketua BNP 
tingkat pusat maupun di Ketua BNK 
ke"Nilayahan. 

(Bagi Satuan 
Kewilayahan yang 
belum terbentuk 
BNP/BNK agar 
Kapolda/Kapolwl\ 
berYma-sama 
dengan unsur terkait 
lkut mendorong 
terbentuknya 
BNP/BNK dan 
dlharapkan pada 
akhir tahun 2004 
sudah tereallslr 
diseluruh wilayah 
Republik Indonesia). 

/ 6. 



HD I BIDANG PERMASAIAHAN REKOMENDASI UPAYA TINOAK IAHJUT PEHAHGGUNGJAWAB 
HASll SEMINAR DI IHDOHESIA 

6. Penggunaan Internet Belum adanya Menginformasikan setiap - Oiusuikan perlunya acar.ya BNN I Dit IV {rP Narkoba 
dalam usaha/percobaan metodologi yang baku temuan kasus yang pelatihan khususnya dalam dan KT- Bareskrim Polri; 

penyimpangan serta belum adanya menggunakan internet sistem informasi dan Menyusun dan 
prekursor. koordinasi dalam sebagai sarana dalam tetematika, dengan mated menyiapkan rencana 

lnvestigasi internet. usaha penyimpangan pelatihan meliputi : pelatihan yang diharap-
prek.ursor. Tatacara penggunaan kan dapat terselenggara 

- Kurangnya SDM yang Internet. pada bulan Maret 2004 
menguasai tehnologl - Per1u dlbentuk task force Tatacara penyelidikan dan pembangunan/pe-
sistem infarmasl dan untuk mengharmonisasikan dan penyidikan perkara masangan sarana 
telematika (komputer). dan menlngkatkan melaui Internet. internet diharapkan 

metodologl serta koordinasi 
Metode pengumpulan Clapat dldukung dari 

dalam investigasl internet 
barang bukti via internet. International Agencies 

011. 
pada pertengahan tahun 
2004. 

Dit IV I TP Narkoba dan KT 
Bareskrim Polri, mengajukan 
permohonan kepada pihak 
D<A / AFP I Kepolisian 

1: Jepang / BKA untuk 
mendukung terselenggara-
nya pelatihan ini. 

/ 6. 



~o. BIDAHG 

7. Kecepatan pertukaran 
informasi dan feedback 
dart satu negara ke 
negara lain mengenai 
masalah penanganan 
prekursor. 

P!RMASALftHAN 

Ke~erlambatan informasi 
tentang pengiriman 
prekursor illegal yang 
berhasil dlgagalkan 
(feedback dari negara 
eksportlr/Jmportir), 
sehingga menyulitkan 
dalam pengembangan 
penyelidikan 1ebih larijut. 

R!KOMINDASI 
HASIL SEMINAR 

Negara-negara diharapkan 
dapat menyediakan kantor 
sebagai perpanjangan 
tangan dart UNOOC Regional 
dengan dllengkapf petugas 
yang mampu berbahasa 
Inggrfs, sehlngga lnfonnasl 
dapat disalurkan/dldistrtbusl
kan secara cepat dan sesuat 
sasaran. 

UPAYA TlNDAN LftNJUT 
DI IHDDHESIA 

I Sambil menunggu 
terbentuknya institusl 
dimaksud, maka untuk 
kecepatan pertukaran 
tnformasl dapat digunakan 
saluran informal yang dapat 
dtpercaya, yaitu dengan 
memanfaatkan LO Narkoba 
dan/atau perwakllan LO Polr1 
di Luar Negerl atau 
me!akukan kontak fangsung 
antar sesama pejabat/ 
contact person yang 
berwenang di masfng-maslng 
negara. 

PIHAHGGUNGIAWAB I 
: BNN bersama Instansi I 

terkait menyusun konsepsi j 
tentang pembentukan 1 

kantor perwakllan .UNODC 
berii:oordinasl dengan 
Sekjen !Nee· di Vienna. 

Jakarta, iS Nopember 2003. 








